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ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the managenof government
spending in the budget revenue and expenditurericgvéndirect expenditures
and direct spending. The use of data in the arsmigsRealized Budget Report
(LRA) District stronghold Kingdom in 2008 to 201\With good management of
expenditure, local governments are expected tazee#the fruits of development
and creating services directed to the needs afdhemunity area.

This study uses a qualitative approach to the amalyf analytical tools
used is the analysis of the ratio of expendituggending growth analysis,
optimization analysis of expenditure, expenditufeiency analysis and analysis
of government budget allocations in support of tfission set forth in RPIMD
Kubu Raya district.

Results showed that the management of governmendsgy Kubu Raya
district average ratio of indirect expendituresafee than direct expenditures,
indirect expenditures prefers budget contributionthe benefit expenditure. For
the average capital expenditures in 2008-2011 ateduto 32.99% of the total
expenditure, the annual spending growth occursrloyifizing the provision and
improvement of infrastructure in the public intdres

In 2009 and in 2010 the management of governmesdipg in Kubu
Raya district is not good and is not optimal, i®2@&nd 2011 as well as perform
well and the optimal efficiency of spending. Théoehtion of budgets based on
the achievement of performance targets RPIJMD gaoexcellent strategic.

Keywords: Shopping area, Managed Expenditure



l. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaidi@tapkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangRetahan Daerah yang
diikuti dengan perimbangan keuangan daerah antaraefhtah Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undadgng Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeifiséit dan Pemerintah
daerah, maka sejak saat itu pengelolaan keuangamahdanerupakan elemen
pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daeratuaKendang-Undang ini
merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonaetiab yang memberikan
kewenangan yang luas, utuh dan bulat meliputi paregan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi pada sermpek psmerintahan, pada
akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada mdstaraebagai sebuah
pertanggungjawaban publik. Untuk melaksanakan pggangjawaban publik
tersebut, Pemerintah daerah harus melakukan kehijajptimalisasi anggaran
yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efistari setiap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakaama keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disbkngsama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, datapkan dengan Peraturan
Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemede¢asih, maka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar ssdrak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintateerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segalatukerkekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemedatahh, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakanumseh dalam rangka
mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraasyarakat untuk
tercapainya tujuan Negara. Untuk itu, Pemerintarer8@a perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan rdakeenyediakan
dokumen perencanaan komprehensif tahunan daergrakan digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan darja&Bekerah (APBD).

Dalam proses penyusunan anggaran dalam Anggaradapaan dan
Belanja Daerah (APBD), dilakukan dengan pendektdpitiown danbottom-up.
Pendekatantop-down digunakan dalam hal penentuan kebijakan, sedangkan
pendekatarbottom-up dilakukan dalam penentuan kegiatan dan angka smgga
Perubahan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 20@2 Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 dapat dijelaskan sebagai berikuglatiad Permendagri Nomor 29
Tahun 2002 belanja pemerintah dibagi menjadi Balafgiministrasi Umum
(BAU), Belanja Operasional Pemerintah (BOP) danaBg Modal (BM).
Sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 20@®jbgbemerintah hanya
dibagi menjadi dua jenis belanja, yaitu Belanjaakid.angsung dan Belanja
Langsung.



Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undardgtm Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2007. Dengan ditetapkandndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, p&abo Kubu Raya
merupakan daerah Otonom yang mampu untuk mengatar rdengurus
kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendastanyan bertanggung jawab
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan dpegsndangan yang
berlaku. Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satwp&in di Provinsi
Kalimantan Barat yang berdiri dari hasil pemekatgabupaten Pontianak,
peluang sebagai daerah yang mandiri mengharuskdupdten Kubu Raya
mengalokasikan APBD dengan tepat, efektif danerfisuntuk dapat memenuhi
kebutuhan pelayanan publik serta kemandirian attaesasuai dengan Arah
Kebijakan Umum dan prioritas anggaran sebagai padodalam pengalokasian
sumber daya dalam APBD dengan asas kepatutan,ukgpatdan kemampuan
daerah.

1.2 Permasalahan dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaelsginya maka yang
menjadi permasalahan penelitian ini adalah :
1.2.1 Bagaimana Kinerja Pengelolaan Belanja Pea¢ri Kabupaten Kubu
Raya selama periode 2008-2011 ?

Tujuan Analisis yang akan dicapai dalam penelifi@nadalah sebagai
berikut :

1.2.2 Untuk menganalisis Rasio Belanja Pemertintah, Rdstinan Belanja
Pemerintah, Optimalisasi Belanja Pemerintah, darsidflsi Belanja
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

1.2.3 Untuk menganalisis Alokasi Anggaran Belafjamerintah dalam
mendukung Misi yang tertuang dalam RPJMD KabupKigru Raya.

1.3 Metode Penelitian
1.3.1 Bentuk Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ghikri

1.3.2 Prosedur Penelitian

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membalaasmenganalisis
permasalahan maka ditetapkan batasan analisispeemdditian ini pada Laporan
Realisasi Anggaran, dalam pertanggungjawaban Bufdiu Raya tahun 2008
sampai dengan 2011, Rencana Pembangunan Jangkaddbrigaerah (RPJMD)
Kabupaten Kubu Raya tahun 2009 — 2014 dan Lapotamtabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubu Rayaita2011.

1.3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendgktulisan ini
adalah data sekunder data yang bersifat kuantitipéroleh dari dokumen-
dokumen resmi dan data lainya yang berkaitan dengasalah penelitian yaitu



APBD dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten KubuaRBghun 2008 — 2011,
RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009 — 2014 damrhapAkuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubaya tahun 2011.

1.3.4 Metode Analisis Data
Alat analisis atau komponen analisis yang digunalaam penelitian ini,
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah nnamtgskan alokasi
dananya pada belanja secara optimal menggunakdisiarRasio Belanja.

Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Tidakgsung x 100 %
Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Langsung = Total Belanja Langsungl100 %
Total Belanja Daerah

2. Untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahurahket positif atau
negatif, menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja.

Analisis Pertumbuhan Belanja = Belanja Tahun tlaBj@ Tahun t-1x 100 %
Belanja Tahun t-1

3. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintaradadapat menggunakan
Analisis Keserasian Belanja, dalam total belarka jpelanja langsung lebih
besar dari pada belanja langsung dianggap tiddk damikian sebaliknya.
Jika Belanja Pegawai > 50 % dalam Total Belangkardikatakan anggaran
belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya.

Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Titlakgsung x 100 %

terhadap Total Belanja Totalddgh

Rasio Belanja Langsung =_ Total Belanja Langsung 100 %
terhadap Total Belanja Total Belanja

Rasio Belanja Pegawai = Total Belanja Pegawai X 100 %

terhadap Total Belanja Total Belanja

4. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah nwagdlelanjanya
apakah melakukan efisiensi anggaran atau tidak,gguerakan Analisis
Efisiensi Belanja.

Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanpa 100 %
Anggaran Belanja

5. Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam Mendukuigi RPIJMD adalah
bertujuan untuk mengetahui bagaimana PemerintalmaDavengalokasikan
belanja apakah sudah sesuai dengan RPJMD yangdislagun, dan berapa
besar persentase anggaran belanja yang dialokadskatotal belanja daerah
yang ditetapkan.



II. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1 Hasil
2.1.1 Analisa Rasio Belanja

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja tidakgdang dan belanja
langsung, bahwa dari tahun 2008-2011 dana yandikiimémerintah lebih besar
dialokasikan untuk belanja tidak langsung, sehinggo rata-rata belanja tidak
langsung (52,89 %) lebih besar dibandingkan raasia-rata belanja langsung
(47,11 %). Perhitungan rasio belanja pegawai tiEaelanja tidak langsung
tahun 2008-2011 rata-rata belanja pegawai memimekkatribusi yang sangat
besar (82,45 %). Analisis belanja modal terhaddgpl tbelanja rata-rata rasio
belanja pada tahun 2008-2011 sebesar 32,99 %.

2.1.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja, tahun 9 206bih
mengutamakan belanja tidak langsung, sehinggamese pertumbuhan belanja
tidak langsung sangat besar (5460,97 %), sedanggda tahun 2010 dan tahun
2011 lebih diutakan untuk belanja langsung, sef@nggrsentase pertumbuhan
belanja langsung lebih besar dari persentase peuiiam belanja tidak langsung.

2.1.3 Analisis Optimalisasi Belanja

Pada tahun 2008 dan tahun 2011 berdasarkansianaptimalisasi
(keserasian) belanja menunjukkan persentase bdemggung lebih tinggi dari
persentase belanja tidak langsung, berarti peraérittabupaten Kubu Raya
dalam pengelolaan belanja dianggap baik. Pada t&0®® dan tahun 2011
persentase belanja tidak langsung lebih tinggi garsentase belanja langsung,
berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pefegel belanja dianggap
tidak baik. Perhitungan rasio keserasian belaaj@-mnata belanja tidak langsung
sebesar 52,89 % dan rata-rata belanja langsungasebg 1l %.

Belanja pegawai tahun 2008, 2010 dan 2011 degmggnggaran belanja
baik, sedangkan tahun 2009 anggaran belanja diprigtpk baik.

2.1.4 Analisis Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, et@an belanja
pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakanee$is dimana rata-rata
rasio efisiensi periode 2008-2011 memberikan kbusii sebesar 93,02 %.

2.1.5 Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam mendkung Misi RPIJMD

Hasil analisis dan evaluasi diketahui bahwa pkxkgsian anggaran
belanja pemerintah sudah sesuai dengan yang tgriledam RPJMD Kabupaten
Kubu Raya dan capaian kinerja Sasaran Stratege yradmnya baik sampai baik
sekali.



2.2 Pembahasan
2.2.1 Analisa Rasio Belanja

2.2.1.1 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Bngsung
terhadap Total Belanja.

Pada dasarnya belanja tidak langsung terdirilwileinja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanjauaantsosial, belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa. Perhitungao belsinja tidak langsung dari
tahun 2008-2011 mengalami kenaikan dan penurunearsseébervariasi. Pada
tahun 2008 rasio belanja tidak langsung sebes@02, pada tahun 2009 rasio
belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang gldaesar menjadi 74,65 %.
Hal ini di karenakan pada tahun 2008 Pemerintahuaten Kubu Raya hanya
mengelola keuangan yang bersumber dari Bantuan ngemaoleh Provinsi
Kalimantan Barat dan Hibah dari Kabupaten Pontisseleku Kabupaten Induk
serta Dana Bagi Hasil Provinsi. Sedangkan kamaik rasio belanja tidak
langsung pada tahun 2009 Pemerintah Kabupdtebu Raya menyusun
sendiri APBD yang diarahkan untuk pembangunan sadam prasarana untuk
pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan anggarandikendsebesar 20 %,
penambahan jumlah pegawai, pemenuhan dan peningk&ttersedian
infrastruktur, penyusunan jaringan data spasial @@ base serta peningkatan
dan pengembangan perekonomian daerah. Pada tahQrd26 tahun 2011 rasio
belanja tidak langsung, mengalami penurunan sdoamantun menjadi sebesar
67,99 % dan 46,02 %, hal ini dikarenakan pemerirdabupaten Kubu Raya
lebih mengutamakan kepentingan belanja langsung.

Pada tahun 2008-2011 dana yang dimiliki pemerintabih besar
dialokasikan untuk belanja tidak langsung seb82#89 % sedangkan rasio rata-
rata belanja langsung sebesar 47,11 %. Ini mekkajubahwa dari total belanja,
lebih besar dialokasikan untuk belanja yang tertaiigan program dan kegiatan
yang dilakukan pemerintah lebih mengutamakan WKepgan yang berkaitan
dengan pemerintahan.

Pada tahun 2008 belanja langsung distribusi aaggarkup tinggi sebesar
77,10 %, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabemp Kubu Raya
mengutamakan program dan kegiatan yang dapat kimasdeh masyarakat luas,
antara lain untuk pemenuhan dan peningkatan keiarsenfrastruktur. Pada
tahun 2009 belanja langsung mengalami penurunajaaie25,35 % yang berarti
rasio belanja langsung mendapat distribusi angdaaaga 25,35 % dibandingkan
total belanja. Ini berarti pemerintah daerah mas@éngutamakan belanja tidak
langsung. Sedang pada tahun 2010 dan tahun 20&é&np&se belanja langsung
mengalami kenaikan berturut-turut menjadi sebe2#13% dan 53,98 %. Hal ini
berarti pemerintah daerah berusaha untuk mengdkakasanggaran belanja
langsung untuk kepentingan publik dengan tujuarr aglapat dirasakan oleh
masyarakat luas, antara lain penyediaan sarangm@earana untuk pelayanan
kesehatan dasar dan untuk anggaran pendidikan.



2.2.1.2 Analisis Rasio Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bahja Bantuan
Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan terhadap Bahja Tidak
Langsung.

Perhitungan rasio belanja pegawai terhadap beléidgk langsung,
perhitungan rasio belanja dari tahun 2008-2011 meny penurunan dan
kenaikan secara bervariasi. Pada tahun 2008 ratanja sebesar 84,61 %, pada
tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesaB 7 7dan meningkat
kembali pada tahun 2010 menjadi sebesar 83,28 fatathain 2011 sebesar 89,16
%. Hal ini berarti pemerintah daerah masih mengakamn belanja pegawai untuk
belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangara penghasilan lainnya
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yangtalitkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsrasio rata-rata
belanja pegawai memberikan kontribusi yang sangsgarm yaitu 82,45 %
terhadap belanja tidak langsung dan sisa dari jeef@@gawai dialokasikan pada
belanja hibah sebesar 6,04 %, belanja bantuanl sefiasar 4,27 %, dan belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebeB&6618i berarti Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya lebih mengutamakan kontribngigaran belanja tidak
langsung untuk kepentingan belanja pegawai, sedandbelanja tidak langsung
lainnya, dana yang dianggarkan kontribusinya masiatif kecil yang berarti
rasio belanjanya juga masih relatif kecil terhadajfanja tidak langsung.

2.2.1.3 Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal modal terhadap total belaagagahun 2008-2011
mengalami naik dan turun secara berfluktuasi, danpada tahun 2008 rasio
belanja modal terhadap total belanja sebesar 46,4fada tahun 2009 mengalami
penurunan menjadi 25,23 %, pada tahun 2010 menga@nmngkatan menjadi
32,01 % dan pada tahun 2011 mengalami penurunanadnef8,34 %.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3, baada tahun 2008-2011 dana
yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun0820sebesar
Rp. 12.998.345.250,00 berarti distribusi rasio m@lamodal sebesar 46,40 %
terhadap anggaran total belanja. Pada tahun 2069 ykng dialokasikan untuk
belanja modal sebesar Rp. 120.616.875.875,00 dedgambusi rasio belanja
modal sebesar 25,23 %. Sedangkan pada tahunr@§ib(belanja sebesar 32,01
% ini berarti distribusi belanja modal hanya 320 Hari total belanja, pada tahun
2011 rasio belanja modal terhadap total belanjas®t28,34 %, berarti distribusi
belanja modal sebesar 28,34 % dari total belanja.

Rasio belanja modal terhadap total belanjta-nata pada tahun
2008-2011 sebesar 32,99 %, sehingga hal ini njekken bahwa total belanja
dari APBD masih relatif kecil yang dialokasikan witbelanja modal. Hal ini
berarti belanja modal untuk penyediaan/ pengadasmna dan prasarana yang
manfaatnya melebihi satu tahun yang akan menand®thatau kekayaan daerah
dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dantukebu untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyamas relatif kecil (32,99
%).



2.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

2.2.2.1 Analisis Pertumbuhan Total Belanja dan Peuambuhan Realisasi

Belanja.

Pertumbuhan belanja, dari total belanja setiaprtaja terus mengalami
kenaikan, sedangkan realisasi belanja juga rketidienaikan total belanja.
Persentase pertumbuhan total belanja padauntah 2009 sangat besar
(1606,76 %), hal ini menunjukkan kreteria posibhik), dimana pertumbuhan
belanja tersebut digunakan untuk membiayai pembeargusarana prasarana
pemerintah, pengadaan ketersediaan infrastrukiemambahan pegawai baik
PNS maupun pegawai honorer dan yang paling menarldiana besar adalah
kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan ulegeslatif dan pemilihan
kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2009.

Menurunnya persentase pertumbuhan total betahjan 2010 dan tahun
2011 menunjukkan ukuran kinerja negatif, edabkan oleh kenaikan
anggaran belanja tidak sampai 50 % tiap taymnnKenaikan anggaran
belanja yang tidak terlalu tinggi tersebut di a@tkan oleh ketatnya peraturan
perencanaan pengganggaran belanja pemerintah, d&ega@mrnya Permendagri
Nomor 13 tahun 2006, dan selanjutnya yang palirrmpnghap mungkin adalah
pembagian DAU dari pemerintah Pusat dalam menentykafon anggaran
kepada Pemda Kubu Raya, yang besarannya cendestam dtau meningkat
sedikit dalam belanja langsung. Menurunnya persentatal belanja, walaupun
jumlah total belanja tetap naik, disebabkan tidakskstennya pembagian DAU
dari pemerintah pusat. Melihat persentase pertharbuealisasi belanja pada
tahun 2010 dan tahun 2011 menunjukkan kinerfmgysama, yaitu negatif,
dimana persentasenya terus menurun 38,61 % phda 2010 dan 24,34 %
pada tahun 2011, hal ini disebabkan oleh rendalp®yeyerapan pengelolaan
anggaran belanja langsung.

2.2.2.2. Analisis Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Bealnja
Langsung

Pertumbuhan belanja tidak langsung pada tahun 2p68&entase
pertumbuhan sangat besar (5460,97 %), hal ini efaean Kabupaten Kubu
Raya yang baru dua tahun menjalankan pemerintabansghingga masih
memerlukan dana yang besar untuk membiayai pemhangsarana prasarana
pemerintah, penambahan pegawai negeri sipil (PN3@mikian juga dengan
belanja langsung, persentase pertumbuhan sebe8a34% yang digunakan
untuk penyediaan infrastruktur yang langsung dapgiergunakan untuk
kepentingan masyarakat luas dan pelayanan publik.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan persentasengarhan, baik belanja
tidak langsung (28,69 %) maupun belanja langsung1® %). Turunnya
persentase pertumbuhan belanja tidak langsung elanja langsung disebabkan
berkurangnya pengalokasian anggaran tersebut pdan t2010. Kendatipun
demikian pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap ntangakan anggarannya
untuk kebutuhan publik. Bahkan pada tahun 20LEep¢ase pertumbuhan
belanja tidak langsung, mengalami pertumbuhan yeggtif (- 19,20 %), hal ini
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karena anggaran belanja tidak langsung pada taBdd Zananya dikurangi,

sedangkan persentase pertumbuhan belanja langsemggkat menjadi 101,34

%, hal ini berarti pemerintah Kabupaten Kubu Ragtag memberikan prioritas

untuk pengadaan dan perbaikkan infrastruktur sertiak kepentingan masyarakat
banyak (publik), seperti untuk pelayanan kesehatam pemenuhan anggaran
pendidikan.

Analisis Optimalisasi Belanja

Implementasi dari pengeluaran pemerintah dalamakpahaannya
diharapkan dapat menyerap anggaran secara optyawa$y dimaksud optimal
disini adalah penggunaan dalam pengelolaan anggditaksanakan dengan
mengelola anggaran mendekati 100 %. Dengan meaggaranalisis keserasian
belanja, dapat dilihat bagaimana Pemerintah KaluapaKubu Raya
mengalokasikan anggarannya. Alokasi anggaran yangkdud adalah belanja
tidak langsung dan belanja langsung.

Prioritas pembangunan daerah dapat dilihat dagaibgna pemerintah
mengalokasikan pengeluaran atau belanjanya kup&imbangunan yang
berkenaan dengan pelayanan publik. Kepuasan naksyabagaimanapun
dijadikan tolok ukur terpenting dari keberhasilaemerintah. Pada tahun 2008
pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih banyak mekgsikan belanjanya
untuk belanja langsung, sehingga dapat dikatakak. b#al ini dikarenakan
Kabupaten Kubu Raya yang baru berdiri lebih  meamgkan untuk
pembangunan yang berkenaan dengan kebutuhan niagyagahingga belanja
langsung menjadi prioritas dalam belanja pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 200%atian 2010 lebih
banyak mengalokasikan belanjanya untuk alokasi nfgeldidak langsung,
sehingga dianggap tidak baik. Hal ini dikarenakatupaten Kubu Raya lebih
banyak mementingkan peningkatan sumber daya manaslangga belanja
pegawai menjadi prioritas dalam belanja pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2011 belanja langsung wtiepj@oritas lebih
tinggi dalam belanja pemerintah. Sehingga dengamildan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya dianggap baik dalam mengodtanalbelanja atau
pengeluaran pemerintahnya, dengan mengalokasilggasannya yang diarahkan
dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

2.2.3.1 Analisis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsug Terhadap
Total Belanja (Rasio Keserasian Belanja)

Pada tahun 2008 belanja langsung persentasenyatietgi (77,10 %)
dari pada belanja tidak langsung (22,90 %). Hal nrenunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskagamag belanjanya untuk
pembangunan dan memenuhi  kebutuhan pelayanan kpubkhingga
menghasilkan tingginya belanja langsung terhadémfaetidak langsung, berarti
pemerintah Kebupaten Kubu Raya dalam pengelolamggaran belanja
dianggap baik. Kemudian pada tahun 2009 dan ta@lii Belanja tidak langsung
persentasenya lebih tinggi dari belanja langsuregarti pemerintah Kabupaten
Kubu Raya dalam pengelolaan anggaran belanja dagnidak baik. Sedangkan
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tahun 2011 belanja langsung persentasenya lebdgygitidari belanja tidak
langsung, berarti pemerintah Kabupaten Kubu Rajend@aengelolaan anggaran
belanja dianggap baik.

Perhitungan rasio keserasian alokasi dana padd #4a6 menunjukkan
bahwa rata-rata belanja tidak langsung sebesa® 32,8 ini berarti dana yang
dimilki oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 52,89 étalokasikan untuk
belanja pegawai, sedangkan rata-rata belanja laggsebesar 47,11 %, berarti
dana yang dialokasikan untuk biaya pelayanan pugaidesar 47,11 %. Hal ini
berarti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum mampngoptimalkan
dananya untuk biaya pelayanan publik serta ediakan sarana dan
prasarana ekonomi untuk kepentingan masyaraa&iama tahun 2008-2011
dapat dilihat bahwa alokasi Belanja Tidak Langsuta;m Belanja Langsung
besarnya bervariasi setiap tahunnya.

2.2.3.2 Analisis Belanja Pegawai terhadap Total Bnja.

Peningkatan belanja pegawai walaupun menjadi bdakm DAU setiap
Pemerintah Daerah, dalam otonomi daerah menjadirkean. Untuk mengetahui
besar atau kecilnya alokasi belanja pegawai yaaggdiarakan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini. Belanja pegawai tahun 2008 sargain 2011 tidak pernah
lebih dari 50 %, tetapi pada tahun 2009 besarnianjaepegawai lebih besar dari
belanja langsung, yaitu sebesar 54,27 %. Sesungadekreteria, bahwa anggaran
belanja pegawai tahun 2008, tahun 2010 dan tahudd 2ilanggap anggaran
belanja baik, artinya Pemerintah Kabupaten Kubu aRagengalokasikan
anggaran belanja pegawainya tidak melebital tbelanja yang diperuntukan
untuk belanja publik, untuk meningkatkan pelayateahadap masyarakat.

Pada tahun 2009 belanja pegawai (54,27 kih dari 50 %, ini
dapat diartikan anggaran belanja kurang bati)y@ Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya mengalokasikan anggaran belanja pegaelabihi total belanja yang
diperuntukan membiayai keperluan pegawai. Dimanknie pegawai selalu
mengalami peningkatan setiap tahunnya, disebabledn kebijakan pemerintah
pusat, kebijakan gaji ke 13 (tiga belas) dan perbemsentif tiap bulan
berdasarkan absensi, dengan besarannya berbediaéegh otonomi tergantung
dari kemampuan daerah.

2.2.4 Analisis Efisiensi Belanja

Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi inrdifat relatif, artinya ada
standar baku yang dianggap baik untuk rasio intulkditu dapat diartikan bahwa
tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebiisien dibanding tahun lalu.
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisieasggaran jika rasio
efisiensinya kurang dari 100 %, sebaliknya jika ebéli 100 % maka
mengindikasikan terjadi pemborosan anggaran.

Hasil perhitungan rasio efisiensi tiap tahunnygalisasi belanja lebih
rendah dari pada total belanja yang ditetapk&ada tahun 2009 rasio
efisiensi (92,12 %) lebih rendah dari tahun 20@®838 %), berarti pada tahun
2009 belanja pemerintah daerah relatif efisien riibeg tahun 2008. Demikian
juga pada tahun 2010 (90,40 %), belanja pemerirgktif efisien dibandingkan
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tahun 2009 (92,12 %). Sedangkan pada tahun 20iblefisiensi sebesar 94,02 %
lebih besar bila dibandingkan tahun 2010 (90,4@ &) tahun 2009 (92,12 %) hal
ini berarti belanja pemerintah daerah tidak efidida dibandingkan tahun 2010
dan tahun 2009, namun masih relatif efisien bitmddingkan belanja pemerintah
daerah tahun 2008.

Dalam pengalokasian belanja dan pengelolaan laefsmerintah, terlihat
bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatagfsien dalam
melaksanakan pengelolaan belanjanya. Hasihitpngan rasio efisiensi
belanja menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakyy@mborosan (efisien)
dari tahun 2008-2011, dimana rata-rata rasio esfssi pertiode 2008-2011
memberikan kontribusi sebesar 93,02 %. Realisadania lebih kecll
dibandingkan anggaran belanja setiap tahunnyalilkarenakan adanya kegiatan
atau program yang tidak dapat dilaksanakan padantanggaran tersebut,
sehingga penyerapan alokasi anggaran belanjarméakapai 100 %.

2.2.5 Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam Mendkung Misi RPIJMD

Analisis alokasi anggaran belanja pemerintah datendukung misi yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya bertujuatuk mengetahui
bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan bekmg&ah sudah sesuai
dengan RPJMD yang telah disusun. Analisis danuasa Pengukuran kinerja
Sasaran Strategis yang terdapat dalam Misi RPJMbun 2011 dapat
dilakukan sebagai berikut :

2.2.5.1 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Belanja Misil(satu)

Misi 1 (satu) dalam RPJIJMD Kabupaten Kubu Rigydiri dari 11 (sebelas)
Sasaran Strategis dan 48 (empat puluh delaparKaliodiKinerja Utama.

Belanja untuk Sasaran Strategis 1 (satu), 2(dua 8a(tiga) merupakan
pengeluaran anggaran belanja untuk membiayai progian kegiatan yang
berhubungan dengan sektor pendidikan.

Alokasi anggaran belanja sasaran strategis 1)(sa&foesar 9,40 % total
anggaran belanja daerah, dengan realisasi belabgsar 83,21 %, sedangkan
alokasi anggaran belanja strategis 2 (dua) sel®4& %, dengan realisasi
belanja sebesar 91,48 % dan sasararan stratéggaphanya sebesar 0,02 %,
dengan realisasi belanja sebesar 72,70 %. Jiksatitiersentase alokasi belanja
untuk ketiga sasaran strategis tersebut masih, kesgirti pengalokasian anggaran
belanjanya untuk mendukung misi dalam RPIJMD Katlarmp&ubu Raya perlu
ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dalam Lapord&unfabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubu RayauraB011, ketiga sasaran
strategis capaian kinerjanya baik sekali, beradiud dipertahankan capaian
kinerjanya untuk tahun-tahun mendatang. Belanjaaasatrategis empat, lima
dan enam merupakan anggaran belanja yang dipgamimembiayai program
dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor kesehaflokasi anggaran
belanja untuk sektor kesehatan bila di rata-ratdileanya sebesar 1,05 % dari total
belanja daerah, yang berarti masih rendah dan pirhgkatkan belanja yang
dialokasikan untuk sektor kesehatan pada masa gkeang datang. Untuk misi 1
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(satu) alokasi belanja yang terbesar yaitu untokaai belanja sasaran strategis
meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidi&ag terjangkau (9,40 %),
sedangkan alokasi belanja yang paling kecil yarntuki alokasi belanja sasaran
strategis meningkatkan tata kelola pendidikan yakgntabel (0,02 %) dan
sasaran strategis terwujudnya percepatan pembamgunalayah transmigrasi.

2.2.5.2 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Belanja Misi2 (dua)

Misi 2 (dua) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya terdari 5 (lima)
Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikatorefa Utama.Belanja untuk
sasaran strategis 12 (dua belas) dialokasikan uptogram dan kegiatan yang
berhubungan dengan bidang penyuluhan. Alokasinf@elgang diperuntukan
bidang peyuluhan mendapatkan alokasi belanja sebg3a % dari total belanja
daerah, dengan realisasi belanja sebesar 97,7Béxdasarkan LAKIP Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2011 capaian kinerja untuk sasatamegis 12 (dua belas)
sebesar 93,39 %. Keberhasilan tersebut tidak sslefari komitmen pimpinan
untuk menjadikan pertanian, perikanan, perkebum@ankeéhutanan menjadi sumber
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, ngatgisebagian besar
geografis Kabupaten Kubu Raya dikelilingi oleh ldah sungai, sehingga keempat
potensi tersebut dijadikan primadona Kabupaten ukRaya.

Belanja untuk sasaran strategis 13 (tiga beladpldasikan untuk program
dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pergiagaterdiri dari 4 (empat)
indikator kinerja utama, yaitu pembinaan terhadsgha perdagangan, kontribusi
sektor perdagangan terhadap PDRB, jumlah pasapetayelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan, dengan fokus menitkgkatarap hidup masyarakat
akibat dari roda perdagangan berdampak kepada asilggh masyarakat,
penyerapan tenaga kerja, pola hidup dan sebagainya.

Realisasi belanja untuk bidang perdagangan sel@ds@? % dan alokasi
belanja sebesar 0,18 % dari total belanja daeBsndasarkan LAKIP Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2011 capaian kinerja untuk sasstamegis 13 (tiga belas)
sebesar 118,96 %. Sasaran ini diarahkan untuk gieatizn perdagangan daerah
melalui penanaman modal dari berbagai investask, dari dalam daerah, luar
daerah maupun modal asing.

Belanja sasaran strategis 14 (empat belas) dsilaka untuk program dan
kegiatan UMKM, industri kecil dan menengah sertpew@si, bertujuan untuk
meningkatkan berusaha dan pendapatan masyarakan daérbagai usaha di
dalam menopang kehidupan keluarga, khususnya naksdeecil dan menengah,
terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yapersentase koperasi aktif dan
persentase pembinaan usaha mikro dan kecil. Alddelanja yang diperuntukan
bidang industri dan koperasi sebesar 0,48 % ddisasabelanja sebesar 97,72 %
dari total belanja daerah. Berdasarkan LAKIP Kabempdubu Raya tahun 2011
capaian kinerja sasaran strategis 14 (empat ksthgsar 179,82 % .

4.1.5.3 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Bahja Misi 3 (tiga)

Misi 3 (tiga) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya itexhri 6 (enam)
Sasaran Strategis dan 26 (dua puluh enam) Indik&toerja Utama. Alokasi
belanja sasaran strategis 17 (tujuh belas) seBe3h% dengan realisasi belanja
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sebesar 98,28 %. Berdasarkan LAKIP Kabupaten KubyaRahun 2011 capaian
kinerja sasaran strategis 17 (tujuh belas) 110,th&b,ini didukung komitmen
pimpinan daerah dalam menjaga dan menyediakan-lahan produktif untuk
penanaman tanaman pangan, terdapat budidaya tarkbiakn dan keramba
dalam jumlah yang berarti. Sasaran strategis 1Bgde belas) alokasi belanja
sebesar 0,16 %, realisasi belanja sebesar 99,6&n%ad capaian kinerja 67 %,
didukung program pengembangan agribisnis berbasist kakyat, membangun
system usaha pembenihan, meningkatkan pendapatani gan menciptakan
ekonomi pedesaan. Sasaran strategis 19 (Sembilas) ladokasi belanja sebesar
0,18 %, realisasi belanja sebesar 77,54 dengarmacakiaerja 178,6 %, didukung
program rehabilitasi hutan dan lahan dengan mekakuakonitoring pada kawasan
rentan kebakaran. Sasaran strategis 20 (dua palloikgsi belanja sebesar 0,01 %,
realisasi belanja sebesar 87,50 % dengan capararj&i70,65 %. Sasaran
strategis 21 (dua puluh satu) alokasi belanja seb@®4 %, realisasi belanja
sebesar 97,80 % dengan capaian kinerja 77,05 %ré®astrategis 22 (dua puluh
dua) alokasi belanja sebesar 0,46 %, realisasnjaekebesar 96,79 % dengan
capaian kinerja 83,46 %, bertujuan setiap prosesbpagunan agar selalu
memperhatihan lungkungan hidup, untuk itu lingkungang berupa tanah, air,
udara, hutan harus dikelola dengan baik agar &rglgsistem yang ada dan
berkembang.

2.2.5.4 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Bahja Misi 4 (empat)

Misi 4 (empat) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Rayditiedari 7 (tujuh)
Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikéioerja Utama.
Sasaran strategis 23 (dua puluh tiga) yaitu meitmyla profesionalisme aparatur
yang bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam merkberpelayanan kepada
masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinemgama, yaitu mendapatkan
alokasi belanja dengan prosentase sebasar 0,6datisasi belanja sebesar 96,65
% dari total belanja daerah, dengan capaian ki®&rja3 %.

Sasaran strategis 24 (dua puluh empat), yaitu ngkainya pelayanan
prima aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanaertujuan untuk
mempermudah di dalam memberikan pelayanan kepadsyamakat dengan
menerbitkan dasar hukum kebijakan, aturan yangs,jdkxdiri dari 4 (empat)
indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuk sassstrategis ini sebesar 2,13%,
realisasi belanja sebesar 81,48 % dari total keeldagrah, dengan capaian kinerja
62,51 %.

Sasaran strategis 25 (dua puluh lima), yaitu lkemggaranya penelolaan
keuangan daerah yang efisien dan efektif denganurdidn optimalisasi
penerimaan daerah, bertujuan untuk efektifitas ndaj@engelolaan keuangan
daerah, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja mi@a. Alokasi belanja untuk sasaran
strategis ini sebesar 6,47 %, realisasi belanja08% dari total belanja daerah,
dengan capaian kinerja 75,68 %.

Sasaran strategis 26 (dua puluh enam), yaitu rgkainya kinerja aparatur,
pengawasan yang berdaya guna untuk mendukung ketenpenyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, bertujuan untuk gieatken SDM dalam
melaksanakan tugas dalam manajemen penyelenggan@ses pemerintahan dan
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pembangunan, yang diawali dengan perencanaan,speks&n, dan pengawasan/
evaluasi, terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kilaeutama. Alokasi belanja untuk
sasaran strategis ini sebesar 6,60 %, realisaanjae99,84 % dari total belanja
daerah, dengan capaian kinerja 77,05 %. Sasaraateglyr 27 (dua puluh
tujuh), terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerjaarna. Alokasi belanja untuk sasaran
strategis ini sebesar 0,82 %, realisasi belanj@19% dari total belanja daerah,
dengan capaian kinerja 67,85 %. Sasaran strategisertujuan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran strategis 28 (dua puluh delapan), yaitingleatnya pelayanan
kehumasan untuk kepentingan publik bertujuan meikdoerinformasi kepada
masyarakat, terhadap perkembangan pembangunarii tdedi 4 (empat)
indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuksa@n strategis ini sebesar
0,56 %, realisasi belanja sebesar 97,06 % dari tmbanja daerah, dengan
capaian kinerja 82,01 %. Sasaran strategis 29 pdlizh Sembilan), terdiri
dari dua indikator kinerja utama, bertujuan temiyya hubungan yang harmonis
antara pemeluk agama agar terjalin hubungan yalmgsaenghargai. Alokasi
belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 0,12&lksasi belanja 89,04 % dari
total belanja daerah, dengan capaian kinerja 100 %.

[l Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disingyubkahwa :

1. Rasio rata-rata belanja tidak langsung sebesaf 33,8edangkan rasio rata-
rata belanja langsung sebesar 47,11 %. Ini menkajubahwa dari total
belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja ynigait dengan program
dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Rasioarjelpegawai terhadap
belanja tidak langsung, rasio rata-rata belanjawagmemberikan kontribusi
yang sangat besar yaitu 82,45 % terhadap belatgk langsung dan sisanya
dialokasikan pada belanja hibah sebesar 6,04 %njaelbantuan sosial
sebesar 4,27 %, dan belanja bantuan keuangan kppadaitah desa sebesar
6,30 %. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kubway& lebih
mengutamakan kontribusi anggaran belanja tidakslamg untuk kepentingan
belanja pegawai. Rasio belanja modal terhadap bmknja pada tahun
2008-2011 sebesar 32,99 %, hal ini berarti belan@adal penyediaan/
pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnyahinséu tahun yang
akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam yrenmekebutuhan
dasar masyarakat dan kebutuhan untuk meningkatkalaygnan dan
kesejahteraan masyarakat masih relatif kecil.

2. Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung ptdain tahun 2011
mengalami pertumbuhan yang negatif (- 19,20), ydrsgbabkan karena
adanya pengurangan anggaran belanja tidak langsedgngkan persentase
pertumbuhan belanja langsung meningkat menjadi3fi0%. Hal ini berarti
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap memberikaoritas untuk
pengadaan dan perbaikan infrastruktur serta unéyletingan masyarakat
banyak.
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Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2008atdan 2010 dianggap
tidak baik dalam pengalokasian anggarannya, kasefenja tidak langsung
lebih besar dari pada belanja langsung, sehinggd tptimal. Untuk tahun
2008 dan tahun 2011 pengalokasian belanja lebik, bi@ebabkan belanja
langsung lebih besar dari belanja tidak langsuelgingga dikatakan optimal.
Rasio keserasian belanja rata-rata belanja tidagsleng sebesar 52,89 %,
sedangkan rata-rata belanja langsung sebesar 4%,1hal ini berarti
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum mampu memgali&n dananya
untuk biaya pelayanan publik.

Untuk rasio efisiensi belanja, pemerintah Kabupakrbu Raya telah
melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengaio efisiensi yaitu pada
tahun 2008-2011 rasio efisiensi berada dibawah 00Ini menunjukan
kinerja pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatdoaik, dimana rata-
rata rasio efisiensi periode tahun 2008-2011 meikdrerkontribusi sebesar
93,02 %.

Pengalokasi anggaran belanja pemerintah sudahi skeswgan yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya dan capaian kirgagaran Strategis
pada umumnya baik sampai baik sekali.

3.2 Rekomandasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, ma&aefti memberikan

rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kubu $&agai berikut :

1.

Merencanakan anggaran belanja lebih diutamakank upélanja langsung,
dengan menitik beratkan pada pos-pos anggaranjdgiang langsung untuk
kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatarirastruktur, pertanian,
kependudukan dan lainnya yang bersifat strategieningkatkan rasio
belanja hibah, rasio belanja bantuan sosial, reslanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa dan rasio belanja modalk utgbun-tahun
berikutnya.

Dalam pengalokasian belanja daerah, diharapkan idtens dan selalu
meningkatkan anggaran belanja, terutama anggatanjibéangsung.

Dalam merealisasi belanja untuk program dan kegigtng dilaksanakan
agar dapat melakukan optimalisasi belanja.

Untuk tahun-tahun yang akan datang diharapkan tdggmt melakukan
efisiensi belanja, sehingga kenerja pemerintahathaleaik.

Dalam mengalokasikan anggaran belanja hendaknyaped@man pada
RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang sudah disusun detamgkan sebagai
dokumen perencanaan pembangunan yang memberikdn kataijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerahakaabipmum, program
pembangunan daerah serta sasaran dan tujuan istddpgt dicapai.
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